
 
 
 
 
 
NO

Me

M

O.  08         

enimbang 

  

  

Mengingat 

  

                 

P

: a. bah

pem

terh

dipa

yan

b. bah

tent

Kab

Per

c. bah

dan

Per

: 1. Und

Dae

(Le

Nom

2. Und

Yan

Neg

Nom

                 
PERAT

N

PEMBENTU

DENGAN R

hwa dengan

merintahan 

hadap mas

andang pe

g sudah ad

hwa sesuai

tang Pem

bupaten/Ko

aturan Pem

hwa berdas

n b, maka 

aturan Dae

dang-undan

erah Tingk

mbaran Ne

mor 3828); 

dang-undan

ng Bersih D

gara Tahu

mor 3851); 

LEMBAR
KOT

                 
TURAN DA
NOMOR  0

TE

UKAN KEC

RAHMAT T
WALIKO

n semakin 

dan pemb

syarakat s

rlu membe

da; 

 dengan k

merintahan 

ta dengan

merintah; 

sarkan pert

pembentu

erah; 

ng Nomor 1

kat II Dep

egara Tahu

ng Nomor 

Dan Bebas

un 1999 

RAN DAER
TA DEPOK

                 
AERAH KO
8  TAHUN 

 
ENTANG 

CAMATAN D
 

TUHAN YA
OTA DEPO
meningkat

bangunan, 

eiring den

entuk keca

ketentuan P

Daerah, 

n Peratura

timbangan 

ukan keca

15 Tahun 1

ok dan K

un 1999 No

28 Tahun 

s Dari Koru

Nomor 

RAH 
K 

                  
OTA DEPOK

 2007 

DI KOTA D

ANG MAHA
OK, 
tnya volum

serta untu

ngan meni

matan bar

Pasal 126 

Kecamat

an Daerah

sebagaima

matan bar

1999 tentan

otamadya 

omor 49, T

1999 tent

upsi,Kolusi 

75, Tam

                 
K 

DEPOK 

A ESA 

e kegiatan 

uk mening

ngkatnya j

u dari beb

UU Nomo

tan diben

h yang be

ana dimaks

ru perlu d

ng Pemben

Daerah T

Tambahan L

tang Penye

Dan Nepo

bahan Le

3. U

              T

penyeleng

katkan pel

jumlah pe

berapa kec

or 32 Tahu

ntuk di 

erpedoman

sud pada 

itetapkan 

ntukan Kota

Tingkat II C

Lembaran 

elenggara 

otisme (Le

embaran 

ndang-und

H.  2007

ggaraan 

ayanan 

enduduk 

amatan 

n 2004 

wilayah 

n pada 

huruf a 

dengan

amadya 

Cilegon 

Negara 

Negara 

mbaran 

Negara 

dang … 



 

Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 

 

 

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4548); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4674); 

  7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor ); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lemabaran 

Negara 4588); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737); 

   

 

 

 

 10. Peraturan … 
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  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 

Lembaran Negara 4741); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 

  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Pembentukan Kecamatan ; 

  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Depok Tahun 2001-2010 (Lembar Daerah Tahun 2001 

Nomor 45); 

  14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembar 

Daerah Tahun 2003 Nomor 33); 

  15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2003 

Nomor 34); 

  16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2006 

Nomor 2). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dengan Persetujuan … 
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  Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
  Dan 

  WALIKOTA DEPOK 
  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN 
KECAMATAN DI KOTA DEPOK 

   
  B A B I 
  KETENTUAN UMUM 
  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan daerah. 

  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 

pembantuan  dengan prinsip otonomi seluas-luasnya  dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

  4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah 

yang membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, 

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 

dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 

  5. Walikota adalah Walikota Depok. 

  6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota 

Depok. 

 

 

 

 7. Kelurahan … 
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  7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota 

Depok di bawah Kecamatan. 

  8. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada 

masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan. 

  9. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan 

kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain. 

   
  B A B II 
  TUJUAN 
  Pasal 2 

  Pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kota Depok bertujuan untuk

meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 
   
  B A B III 
  PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN 

DAN BATAS WILAYAH 
  Bagian Pertama 

  Pembentukan Kecamatan 

  Pasal 3 

  Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam wilayah Kota Depok 

yang meliputi : 
  1. Kecamatan Beji; 

  2. Kecamatan Pancoran Mas; 

  3. Kecamatan Cipayung; 

  4. Kecamatan Sukmajaya; 

  5. Kecamatan Cilodong; 

  6. Kecamatan Limo; 

  7. Kecamatan Cinere; 

 

 

 7. Kecamatan … 


